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ABSTRAK 

Pedoman pemidanaan salah satu aspek yang penting dalam hukum pidana 

terutama membantu hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun, dalam KUHP 

yang masih berlaku saat ini tidak diatur secara tertulis, sehingga penjatuhan 

diserahkan berdasarkan kemandirian dan kebebasan hakim tanpa adanya 

ketentuan yang jelas terhadap pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. 

Ketiadaan norma yang jelas dalam mengatur pertimbangan bagi hakim, dapat 

menciptakan disparitas dalam pemidanaan. Pada saat ini, hakim dalam 

menjatuhkan putusan menggunakan 2 (dua) bentuk pertimbangan, yaitu 

pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Salah satu pembaruan 

dalam KUHP baru yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun rumusan 

masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Apa yang menjadi dasar perumusan pedoman 

pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? 2) Bagaimana kaitan 

antara tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan 

bersifat deskriptif analitis, dimana menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan, pertama bahwa dalam KUHP baru terdapat 11 (sebelas) pedoman 

pemidanaan dengan dasar dirumuskannya pedoman pemidanaan sebagai 

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang memenuhi 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta untuk mengontrol kekuasaan hakim 

agar tidak sewenang-wenang dan mengurangi disparitas dalam putusan hakim. 

Kedua, kaitan antara tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dengan pedoman 

pemidanaan dalam Pasal 54  adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

dikarenakan pedoman pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pemidanaan.  

Kata Kunci : Pedoman Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; Kebebasan 

Hakim; Putusan Hakim; KUHP Indonesia. 

 

 


